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GURERRNUR SULAWES! TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINS] SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 7 TAHUN 2011

TENTANG

' PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 1989 TENTANG PERUSAHAAN

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

2.

DAERAH PERHUTANDA SULTRA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

bahwa Perusahaan Daerah Perhutanda Sultra sebagai salah satu
Badarr Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1989,
melakukan kegiatan usaha dibidang pengelolaan produksi,
pemasaran dan pelestarian hasil hutan dalam rangka peningkatan
Pendzpatan Asli Daerah ;

. bahwa dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun
1989 dinilai sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan
perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali ;

. bahwa_berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a

dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pembubaran Perusahaan Daerah Perhutanda Sultra.

Undang-Undang Nomor & Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Tengah dan
Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat | Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawesi
Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Repubtlik- Indonesia Tahun
1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2687); >



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomarx

125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah di ubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844),

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 9 TAHUN 1989 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
PERHUTANDA SULTRA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara
Nomor 9 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Perhutanda
Sultra (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Sulawesi
Tenggara Tahun 1989 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.
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Pasal 2

Semua kekayaan daerah yang dipisahkan sisa hasil likuidasi dari
Perusahaan Daerah Pehutanda Sultra ,yang masih dalam kondisi
baik tetap diinventarisasi sebagai Asset Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangah
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 4 —\\— 2011

, . GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
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H. NUR ALAM

‘Diundangkan di Kendari
Padatanggal 4- |1 - 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

W/_

H. ZAINAL ABIDIN

| LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWES| TENGGARA TAHUN 2011
| NOMOR .’Z........
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